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Pengondisian Narasi Pilpres
Satu Putaran kian Terasa

ADA upaya pengondisian lem-
haga survei untuk menarasi-
kan Pemilu Presiden (Pilpres)
2024 satu putaran. Pemaksaan
narasi tersebut dirasakan
kubu pasangan calon Ganjar
Pranowo-Mahfud MD dan
paslon Anies Baswedan-Muha-
imin Iskandar (Amin).

Hal itu disampaikan Ketua
Badan Kebudayaan Nasional
(BKN) PDIP Aria Bima saat
menggelar konferansi pers
di Kantor DPP PDIP, Jakarta,
sepert dilaporkan Metro TV,
kemarin,

la mendengar informasi
pengondisian narasi satu
putaran itu dari koleganya
yang berada di kubu Amin.
Aria Rima sebagni Wakil Ketua
Komisi VI DPR mengaku sering
herdiskusi mengenai pilpres

dengan rekan-rekan dari pen-
dukung Amin di NasDem, PKB,
dan PKS.

“Saya dengan teman-teman
Komisi VI dari 01 (Amin) me-
mang melihat ada satu desain
untuk menggiring opini satu
putaran. Jadi, kami melihat
ada lembaga survei yang di-
harapkan hasil-hasil itu satu
putaran,” ujar Aria Bima.

Aria Bima memandang ada
pembentukan yang sangat je-
las dalam narasi satu putaran
lewat lembaga survei, Di sisi
lain, lanjut Aria Bima, harus-
nya lembaga survei bertugas
untuk memotrel realitas me-
lalui sampel atau responden.
“Bukan menciptakan hasil
yang sesuai dengan keingin
an membangun opini satu
putaran,” kata dia,

Bahkan, iamendapatkan in-
formasiketika lembaga survei
lerjun mewawancarai respon
den yang sudah ditentukan
dalam satu desa, RT, atau RW,
mereka harus meminta izin ke
kepala kepalisian sektor (ka
polsek). Kemudian dari kapol-
sek ke Bhabinkatibmas. Semua
proses itu memakan waktu 10
hari sampai keluar izin.

“Sepuluh hari sudah di-
ketahui titik mana sampel atau
responden yang akan dituruni
kuesioner yang ada. Ada ke-
cenderungan 10 hari inilah
sampel yang akan diambil su-
dah digarap,” jelas Aria Bima.

Karo Penmas Divisi Humas
Polri Brigien Ahmad Rama-
dhan membantah tudingan
lembaga survei harus menda-

patkan izin dari kepala kepoli-

sian setempat terlebih dahulu
sebelum menyebar kuesioner,

“Kita menjelaskan kaitannya
dengan lembaga survei yang
ingin menyeharkan kuesioner
tentunya bukan merupakan
ranah kepolisian sehingga
tidak harus izin kepolisian,”
kata Ramadhan saat dikonfir-
masi, kemarin.

Ramadhan menjelaskan
fupoksi Polri ialah mengaman-
kan dan memelihara keaman-
an dan ketertiban masyarakat
(kamtibmas). Di samping itu,
Ramadhan kembali menegas-
kansoal netralitas Polri dalam
pesta demokrasi 2024 tersebut.
Seluruh anggota Polri dituntut
untuk tidak terlibat dalam
politik praktis dalam Pemilu
2024,

“Kembali ke netralitas Polri,
Polri itu tidak boleh herpihak
pada salah satu pasangan
calon (paslon), kepada salah
satu calon legislatif (caleg).
Ya, intinya tidak holeh terli
bat politik prakiis,” tegasnya.
(Yon/P-2)
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